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PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Pkp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Pangkal  Pinang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  menjatuhkan  putusan

sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat  ,  umur 42 tahun,  agama Islam,  pendidikan SLTA, pekerjaan

KOKII, tempat kediaman di, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat  , umur  39  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Buruh  Harian  Lepas,  tempat  kediaman  di  Kota  Pangkalpinang,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2020

yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Pangkal  Pinang  dengan

Register  perkara  Nomor  108/Pdt.G/2020/PA.Pkp  hari  itu  juga,  telah

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  sah,  yang

menikah  di  Kota  Pangkalpinang,  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,

pada tanggal 08 Agustus 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/14/VIII/2008, tanggal 08

Agustus 2008, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik

;
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2. Bahwa,  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  bertempat

tinggal  di rumah  orangtua  Penggugat  di  Kelurahan  Semabung  Lama,

Kecamatan Bukit Intan. Sejak bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat

dan  Tergugat  telah  berpisah  rumah  sampai  dengan  sekarang,  dimana

Penggugat  tetap  tinggal  di  rumah  orangtua  Penggugat  di  Kelurahan

Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, sedangkan Tergugat tinggal di

rumah  orangtua  Tergugat  di  Kelurahan  Semabung  Baru,  Kecamatan

Girimaya,  dan  selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

telah  hidup  sebagaimana  layaknya  suami  isteri,  dan  telah  dikaruniai  1

(satu) orang anak, yang bernama  Peloppe Papinka El Barca. SY binti

Sony Harta, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 12 Januari 2009,

dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat  telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua)

tahun,  akan tetapi  sejak  tahun 2011 rumah tangga Penggugat  dengan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;

a. Ekonomi yang kurang terpenuhi, sebab Tergugat kurang

layak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan

biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat ;

b. Pertengkaran  terus-menerus  yang  disebabkan  Tergugat

jarang pulang kerumah dan sering berkumpul bersama teman-teman

Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur

sapa ;

c. Tergugat  bersikap  egois  dan  tidak  memperdulikan

Penggugat  serta  anak Penggugat  dan Tergugat,  sehingga Tergugat

memilih pergi dari rumah kediaman bersama ;

4. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan

keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun

keadaan  tersebut  tidak  pernah  menjadi  baik  dan  sekarang  Penggugat

tidak sanggup lagi  untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan

perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
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5. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering

berusaha  untuk  menasehati  dan  mendamaikan  Penggugat  dengan

Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga,

akan tetapi tidak berhasil ;

6. Bahwa,  terjadinya  pertengkaran  terakhir  pada  pertengahan  bulan

Januari 2020, yang disebabkan malam itu Tergugat hendak pergi dan turut

serta membawa alat-alat pribadi dan pakaian Tergugat sebanyak 2 karung,

Penggugat  bertanya  perihal  tujuan  Tergugat  lalu  Tergugat  menjawab

hendak  pergi  ke  kebun,  akan  tetapi  Tergugat  tidak  pernah  kembali

sehingga  menyebabkan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  pisah  rumah

sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

yang demikian ini, sudah sangat sulit  untuk menciptakan keluarga yang

sakinah  mawaddah  warahmah  dan  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk  di

pertahankan; 

8. Bahwa,  berdasarkan  alasan  –  alasan  tersebut  di  atas  maka

Penggugat  mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama

Pangkalpinang  melalui   Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini,  mohon

kiranya  untuk  berkenan  menerima,  memeriksa,  mengadili  serta

memutuskan sebagai berikut : 

a. Menerima dan mengabulkan  gugatan Penggugat ;

b. Menetapkan menceraikan Penggugat () dari Tergugat () dengan talak

satu ba'in sughra ;

c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan apabila  Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat

telah datang sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat  telah  mengajukan  permohonan pencabutan  secara

lisan perkara Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Pkp hari itu juga dengan alasan antara

Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;
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Bahwa  Tergugat  juga  telah  menyatakan  bahwa  antara  Penggugat

dengan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa  Penggugat  mengajukan  kesimpulan  secara  lisan  bahwa

Penggugat mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa  untuk  meringkas  isi  putusan  ini,  maka  segala  sesuatu  yang

tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan

dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum

Islam,  lalu  Penggugat  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap  Tergugat,  oleh

karena  itu  berdasarkan Pasal  40  dan Pasal  63  ayat  (1)  Huruf  (a)  Undang-

undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo. Pasal  1  Huruf  (b)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Pasal  49  Huruf  (a)  Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pangkal Pinang berwenang

memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  telah  melangsungkan

perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di  Kantor Urusan Agama Bukit

Intan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan

tidak  mungkin  lagi  untuk  dirukunkan,  sebagaimana  maksud  termuat  dalam

Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  jo. Pasal  116 Huruf  (f)  Kompilasi

Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (legitima persona

standi in judicio) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menyatakan

bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  rukun  kembali  sebagaimana

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan No. 108/Pdt.G/2020/PA.Pkp
 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut

gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal

yang  bertentangan  dengan  undang-undang,  moral  dan  prinsip  umum

masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  permohonan  pencabutan  gugatan  Penggugat

dilakukan  sebelum  pembacaan  gugatan  Penggugat,  yang  mana  ketentuan

Pasal  271  Rv.  menghendaki  pencabutan  yang  dilakukan  sebelum  tahap

jawaban Tergugat, tidak perlu persetujuan pihak lawan dalam hal ini Tergugat

terhadap  pencabutan  oleh  Penggugat,  maka  in  casu tidak  diperlukan

persetujuan pencabutan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di  atas, maka

pencabutan  perkara  Nomor  108/Pdt.G/2020/PA.Pkp  hari  itu  juga,  dapat

dikabulkan;

Menimbang, bahwa  Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan

perkara  Penggugat,  namun   Hakim  memandang  perlu  untuk  menyatakan

terhadap pemeriksaan perkara a quo telah selesai karena dicabut;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  mengenai  pencabutan

perkara  sehingga  guna  tertib  administrasi  perkara,   Hakim menilai  Panitera

Pengadilan Agama Pangkal Pinang perlu mencatatkan pencabutan perkara ini

dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  Ayat  (1)  Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  oleh  karena  perkara  ini  mengenai

sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku

yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
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1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;  

2. Menyatakan perkara Nomor :108/Pdt.G/ 2020/PA.Pkp, dicabut;  

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp.  516.000,-  ( lima ratus enam belas ribu rupiah);  

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah   Hakim  Pengadilan  Agama

Pangkal Pinang pada hari  Selasa tanggal  17 Maret 2020 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  22  Rajab  1441 Hijriah  oleh  Muhamad  Syarif,  S.HI.,  M.H.

sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh

Saifuddin  Rusydi,  S.H. sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh

Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal ,

Muhamad Syarif, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 516.000,00
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(lima ratus enam belas ribu rupiah)
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